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Abstrak : Kerusakan lingkungan hidup yang seringkali terjadi diakibatkan oleh pembuangan limbah yang salah satunya 

dihasilkan oleh aktifitas industri. Limbah yang dihasilkan dari aktivitas dan proses produksi berrisiko mencemari 

lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah cenderung tidak mempunyai daya guna dan juga tidak mempunyai 

nilai ekonomi dan sifatnya sangatlah berbahaya apabila mencemari lingkungan. Guna meminimalisir terjadinya 

pencemaran lingkungan karena limbah termasuk dari adanya kegiatan produksi pabrik sebagai salah satu bagian dari 

tugas pengawasan Dinas Lingkungan Hidup provinsi Sumatera Barat. Metode penelitian melalui observasi dan 

wawancara kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dan pihak PT. Semen Padang dalam 

pengawasan serta pengelolaan limbah pencemaran khususnya terhadap pengelolaan pencemaran air, B3 dan Non B3 

dan kepada masyarakat yang terdampak oleh limbah pabrik. Tujuan Studi yaitu mengtahui tahapan dalam pengawasan 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat serta pengelolaan limbah air, B3 dan Non B3 pada PT. Semen Padang. 

Dari informasi yang didapatkan, masih adanya indikasi pencemaran yang dilakukan oleh industri yang berdampak 

pada lingkungan disekitar masyarakat. Hasil Penelitian yang dapat diambil bahwa pengawasan pihak Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat kepada pihak industri untuk mencegah terjadinya pencemaran yang sudah 

dilaksanakan belum optimal. Serta masih adanya kekurangan pada proses pengelolaan limbah pabrik PT. Semen Padang 

yang menyebabkan pencemaran pada lingkungan masyarakat khususnya area Tarantang 

Kata Kunci : Pengawasan, Lingkungan Hidup, Pencemaran 

Abstract: Waste is a residual material or waste from an activity and production 

process that is no longer used. Waste also has no economic value and utility, but can 

be very dangerous if it has polluted the surrounding environment. To minimize 

environmental pollution caused by waste produced by factory activities is one of the 

supervisory tasks carried out by the West Sumatra Provincial Environmental Service. 

The method used is observation and interviews with the West Sumatra Provincial 

Environmental Service and PT. Semen Padang in the supervision and management 

of pollution waste, especially regarding the management of water pollution, B3 and 

Non B3 and to the community affected by factory waste. This study aims to determine 

the technical aspects of the supervision of the West Sumatra Provincial 

Environmental Service and the management of water waste, B3 and Non B3 at PT. 

Semen Padang. From the information obtained, there are still indications of pollution 

carried out by the industry that has an impact on the environment around the 

community. The results of the study that can be taken are that the supervision carried 

out by the West Sumatra Provincial Environmental Service to the industry to prevent 

pollution that has been implemented has not been optimal. And there are still 

shortcomings in the PT factory waste management process. Semen Padang which 

causes pollution in the community environment, especially in the Tarantang area 
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Pendahuluan 

Limbah merupakan sisa atau produk dari kegiatan atau proses yang terbuang dan 

tidak terpakai yang dapat membahayakan lingkungan dan makhluk hidup (Saputro, H. 

D., 2022). Limbah pencemaran air, limbah B3 dan Non B3 masih terjadi dan efek yang 

ditimbulkan dapat dirasakan oleh masyarakat pada lingkungan disekitar area industri 

salah satunya pada industri PT. Semen Padang. Permasalahan yang ditimbulkan berupa 

pencemaran air yang dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya area Tarantang terkena 

pada sektor pertanian karna terusan aliran sungai dari hasil pengelolaan limbah pabrik 

melewati lahan pertanian warga sekitar. 

Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang PPLH terutama bab XII bagian 1 

menjelaskan bahwasanya pengawasan dari pejabat terhadap lingkungan hidup beserta 

kewenangan yang dimilikinya harus menjalankan pengawasan atas kepatuhan aktivitas 

maupun penanggung jawab usaha terkait aturan yang telah ditentukan berdasarkan 

undang-undang. UU PPLH juga menetapkan aturan terkait pengelolaan, perlindungan 

dan pelestarian lingkungan hidup dengan membagi urusan pemerintah pusat dan juga 

pemerintah daerah. Dalam UU PPLH, aspek pengelolaan lingkungan sangat dominan 

diserahkan pada pemerintah daerah selaku eksekutif 

“…Pernah pada saat kami melakukan pengawasan, kekurangan pada PT. Semen 

Padang yang kami perhatikan salah satunya tidak ada penamaan pada fasilitas 

pembuangan dan itu salah satu bentuk pelanggaran minor…” (Adirla, wawancara pribadi, 

9 Oktober 2024). Dari penjabaran wewenang yang diberikan kepada pejabat pengawas 

lingkungan hidup yang telah dipa.parkan, terkadang pihak PT. Semen Padang kurang 

memperhatikan hal-hal minor yang ada pada beberapa sektor. Contohnya tidak ada 

penamaan suatu tempat atau alat di beberapa sektor, hal ini berguna sebagai penjelas dan 

memperkecil terjadinya kesalahan pada saat pembuangan limbah dan juga fungsi 

penamaan berdampak juga apabila dilakukannya perawatan atau penggantian suatu alat 

yang rusak. Tidak hanya hal minor, indikasi pencemaran pun terjadi akibat pengolahan 

limbah air yang dilakukan oleh PT. Semen Padang mengenai aliran sungai menuju lahan 

pertanian warga khususnya area Tarantang. 

Sesuai dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, beberapa 

diantaranya yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup yang 

dilaksanakan guna mengawasi setiap mekanisme penerapan baik dalam bentuk observasi 

secara langsung di lapangan maupun dalam bentuk dokumentasi dan pelaporan.(Dimas. 

2018. dlh.sumbarprov.go.id, diakses 20 Januari 2025).  Pemantauan dilaksanakan selama 

setahun penuh dan output dari proses pemantauan yang dilakukan dijadikan sebagai 

referensi dan masukan untuk target pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat salah satunya pada industri terkait limbah yang berhubungan pada 

Lingkungan Hidup area sekitar industri.  

Mengacu pada pemaparan latar belakang, penelitian ini bertujuan memahami 

bagaimana pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam 

manajemen limbah pencemaran air, limbah B3 dan non B3 pada PT Semen Padang studi 

ini diharapkan dapat menambah masukan sebagai bahan evaluasi untuk Dinas 
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Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pengawasan dan bahan 

evaluasi dalam pengelolaan limbah bagi PT Semen Padang. 

Metodologi 

Penelitian yang dilaksanakan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera 

Barat dan PT. Semen padang menggunakan teknik observasi dalam pengumpulan data 

dan wawancara. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi 

dan data sekunder diperoleh dari pengumpulan bahan pustaka dan informasi dari 

internet. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dan juga 

dokumentasi.Observasi ini bertujuan untuk memahami kondisi nyata di lapangan terlebih 

pada bentuk pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, tata kelola 

limbah PT. Semen Padang, dan pencemaran lingkungan pada daerah Tarantang yang 

diakibatkan oleh aktifitas industri. Wawancara dilakukan kepada Staff Fungsional Dinas 

Lingkungan Hidup, Karyawan PT. Semen Padang dan masyarakat daerah Tarantang. 

Sedangkan data sekunder didapatkan dari pengumpulan bahan pustaka serta informasi 

dari internet. Data dikumpulkan melalui proses wawancara, dokumentasi dan juga 

melalui pengamatan untuk melakukan analisis dari tahapan reduksi data hingga 

pengambilan konklusi sekaligus verifikasi data guna menjamin validitas dan reliabilitas 

temuan penelitian.  

Hasil dan Pembahasan 

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Dalam Pengelolaan 

Limbah Pencemaran Air, Limbah B3 dan Non B3 Pada PT. Semen Padang 

T. Hani Handoko (2003) berpendapat bahwa pengawasan merupakan mekanisme 

guna memberikan jaminan bahwasanya tujuan suatu institusi sekaligus tujuan dari pihak 

manajerial bisa tercapai secara signifikan hal ini berkaitan erat terhadap proses-proses 

penyusunan dan pembuatan aktivitas berdasarkan perencanaan. Hal ini juga 

merepresentasikan keterkaitan perencanaan terhadap pengawasan, langkah proses 

pengawasan merupakan tahapan perencanaan dan menentukan tujuan, sasaran serta 

standar dari implementasi sebuah agenda. 

Menurut T. Hani Handoko (2006) Guna memudahkan implementasi dan pencapaian 

tujuan, terdapat beberapa fase pelaksanaan yang wajib dipenuhi yang berhubungan 

dengan mekanisme pengawasan itu sendiri yang setidaknya mencakup beberapa tahap 

yaitu: Menentukan standar pelaksanaan; Menetapkan cara pengukuran implementasi 

suatu agenda; Kegiatan pengukuran implementasi suatu agenda; Mengkomparasikannya 

terhadap standar evaluasi; Melakukan tindakan korektif jika dibutuhkan. 

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melaksanakan pengawasan 

lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dalam menerapkan 

standar pelaksanaan dan menetapkan metode pengukuran pelaksanaan suatu agenda. 

Selain itu, evaluasi pelaksanaan pengawasan dilakukan setiap enam bulan sekali dan 

dilakukan dengan dua metode yaitu pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif berarti 

bahwa Dinas Lingkungan Hidup langsung menuju tujuan pengawasan. Dalam kasus PT. 

Semen Padang, contohnya, hanya ada satu sektor, yaitu sektor tambang yang diawasi 
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langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Di sisi lain, pengawasan 

secara pasif dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, di mana 

perusahaan mengirimkan dokumen pengawasan lingkungannya kepada Dinas 

Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. 

PP No. 22 Tahun 2021 menjadi acuan bagi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi 

Sumatera Barat dalam pelaksanaan pengukuran pelaksanaan kegiatan dan perbandingan 

dengan standar evaluasi, serta menjadi acuan juga bagi PT. Semen Padang dalam 

pengelolaan lingkungan hidup. PP ini mencakup mengenai perizinan lingkungan, 

perlindungan dan pengelolaan mutu air, perlindungan dan pengelolaan mutu udara, 

perlindungan dan pengelolaan kerusakan lingkungan, pengelolaan limbah B3 dan non-B3, 

dan pemberlakuan koreksi jika diperlukan. Jika industri mencemari lingkungan hidup, 

akan ada tiga tahap sanksi untuk koreksi. Yang pertama peringatan tertulis oleh Dinas 

Lingkungan Hidup, yang kedua apabila tidak dilaksanakan akan ada paksaan dari 

pemerintah, dan untuk sanksi yang ketiga akan dilakukan pembekuan izin pengoperasian 

perusahaan/industri. Pembahasan AMDAL yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Sumatera Barat mengenai pencemaran dan pengelolaan limbah industri 

bersama PT. Semen Padang tidak menjadi solusi pada permasalahan yang dirasakan olah 

masyarakat daerah Tarantang. Sampai sekarang, masyarakat khususnya pada sektor 

pertanian yang menggunakan air sungai tetap tercemar akibat dari aktivitas industri. 

Juvisher, dkk (2020) menjelaskan bahwa UU No 32 tahun 2009 tentang PPLH 

mengatur terkait Wewenang yang dimiliki oleh pejabat pengawas lingkungan misalnya 

dalam memantau, membuat dokumen maupun salinan dokumen yang dibutuhkan, 

meminta surat keterangan, memasuki area tertentu, mengambil foto, memproduksi 

rekaman baik secara audio maupun visual, melakukan pengambilan sampel, melakukan 

pemeriksaan peralatan, melakukan pemeriksaan terhadap instalasi dan juga alat 

transportasi serta melakukan penghentian jika terjadi tindakan pelanggaran. Pihak 

penanggung jawab usaha maupun pihak penanggung jawab kegiatan tidak diperbolehkan 

untuk menghalangi implementasi dari tanggung jawab aparatur pengawas lingkungan 

hidup.  

Termasuk kebijakan yang diselenggarakan pemerintah adalah PROPER 

(Pengelolaan Lingkungan Perusahaan), yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK). PROPER bertujuan mengoptimalkan kinerja manajemen 

lingkungan perusahaan dengan menjamin bahwasanya perusahaan taat terhadap 

regulasi. (Imam, 2024).  Aldri (2024) menjelaskan bahwa sejalan dengan PP No 22 Tahun 

2021 perihal Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di mana 

dalam regulasi tersebut menggabungkan berbagai regulasi terkait aspek perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan misalnya dalam manajemen permasalahan limbah B3, 

regulasi terkait mutu air dan udara, mencakup pula manajemen pencemaran laut 

berdasarkan ketentuan tersebut dipahami bahwasanya dibutuhkan adanya AMDAL atau 

analisa dampak lingkungan guna mengawali sebuah program atau agenda mencakup 

pula penjelasan terkait mekanisme dalam penyusunan AMDAL. 
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Penjabaran lebih lanjut mengenai PP No 22 Tahun 2021 perihal penyelenggaraan 

PPLH telah dijalankan oleh pihak PT Semen Padang yang menjelaskan mengenai banyak 

hal seperti terkait perizinan lingkungan, manajemen dan perlindungan kualitas air, 

manajemen dan perlindungan kualitas udara, manajemen dan perlindungan kualitas laut, 

kontrol terhadap pencemaran lingkungan, manajemen limbah B3 dan juga limbah non B3. 

Purwanti (2018) mengatakan bahwa termasuk permasalahan lingkungan yang 

ditimbulkan terkait permasalahan limbah baik yang berupa limbah cair, padat dan gas 

baik yang masuk kategori B3 maupun yang non B3. Limbah yang dibuang secara bebas 

dan kurang adanya proses kontrol terhadapnya bisa menjadikan lingkungan hidup 

tercemar dan mengganggu kesehatan serta keberlangsungan kehidupan masyarakat. 

Dari kutipan Purwanti tersebut, terdapat keluhan warga pada sekitar area Tarantang 

yang terkena efek dari pengolahan limbah pabrik PT. Semen Padang yang mengenai aliran 

sungai yang mengarah pada pemukiman masyarakat terlebih mengenai area pertanian 

warga. Ketua Kelompok Petani Tarantang Jaya juga membenarkan hal tersebut, akibatnya 

hasil dari pertanian warga sekitar terhambat pertumbuhannya. Sejalan dengan Aldri, dkk 

(2024) mengatakan bahwa Sumber utama pencemaran ini adalah aktivitas manusia, yang 

ditandai dengan masuknya bahan, energi, organisme hidup, dan zat lain ke lingkungan 

pada tingkat yang melampaui Standar Kualitas Lingkungan. Pencemaran ini mengancam 

ekosistem perairan, dengan konsekuensi yang berpotensi membawa bencana bagi 

keanekaragaman hayati dan kesejahteraan manusia. 

Sesuai dengan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang sudah 

tertera, Salah satunya yaitu pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan 

hidup yang dilaksanakan guna mengawasi setiap penerapan baik dengan cara melakukan 

observasi secara langsung dengan terjun di lapangan maupun dalam bentuk dokumentasi 

serta laporan.  

Berdasarkan temuan penelitian yang didapat, pengawasan dari Dinas Lingkungan 

Hidup Provinsi Suamtera Barat sebanyak 1 kali dalam 6 bulan. Hal tersebut dikhawatirkan 

menjadi penyebab kelonggaran dalam pengawasan pihak industri dalam mengelola 

limbah yang berdampak pada rusaknya lingkungan sekitar sampai berefek kepada 

masyarakat. Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dilakukan 

dengan 2 bentuk yaitu bentuk pengawasan secara aktif dan secara pasif. Pengawasan 

secara aktif yaitu Pihak Dinas Lingkungan Hidup turun langsung untuk mengawasi 

industri terkait, salah satunya pada sektor tambang. Sedangkan pengawasan secara pasif 

dilakukan dengan cara pihak industri mengirimkan berkas kepada Dinas Lingkungan 

Hidup terkait pengawasan mandiri oleh pihak industri itu sendiri, salah satu sektor yang 

dilakukannya pengawasan secara pasif dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera 

Barat yaitu pada produksi.  
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Simpulan 

Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat mengikuti peraturan 

UU No 32 Tahun 2009 perihal Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 

Pelaksanaannya ditetapkan dalam Bab XII bagian 1 yang menerangkan bahwasanya 

pengawasan dari pejabat terkait pengawasan lingkungan hidup didasarkan pada 

kewenangannya dan kewajiban untuk melakukan mengawasi atas kepatuhan dari pihak 

penanggung jawab usaha maupun pihak penanggung jawab kegiatan terhadap regulasi 

yang ada dan berlaku terkait perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Tidak 

hanya itu saja regulasi pengawasan lingkungan hidup juga ada pada PP No 22 tahun 2021 

yang memberikan pengaturan terkait perizinan, perlindungan, pengelolaan, 

pengendalian, pengawasan serta pengenaan lingkungan hidup. 

Pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat hanya 

dilakukan per-semester atau sekali dalam 6 bulan. Saat pengawasan dilakukan, tidak 

hanya mengawasi namun juga turut memberikan penilaian kepada pihak industri PT. 

Semen Padang yang akan dinilai dalam bentuk PROPER. Ada dua jenis pengawasan yang 

dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yaitu bentuk pengawasan secara aktif dan 

pengawasan secara pasif. Pengawasan secara aktif yaitu Dinas Lingkungan Hidup secara 

langsung terjun ke lapangan guna melaksanakan pengawasan kepada industri terkait, 

sedangkan pengawasan secara pasif dilakukan dengan cara pihak industri mengirimkan 

dokumen mengenai pengelolaan lingkungan hidup. Metode pengawasan ini dilaksanakan 

dengan menelaah data laporan pertanggungjawaban usaha maupun laporan kegiatan 

melalui sistem informasi lingkungan hidup.   

Namun, pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat belum 

sepenuhnya optimal. Penilaian dan pengawasan PROPER dilakukan secara bersamaan 

dan juga dalam tenggang waktu yang lama. Pengawasan yang jarang dilakukan dapat 

mengakibatkan celah pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pihak industri. Dalam 

pelaksanaan pengelolaan limbah, PT. Semen Padang mengikuti regulasi pada PP No 22 

Tahun 2021 yang mengatur batasan baku mutu air, udara, sampai pada limbah B3 dan 

Non B3, tetapi pada dokumen AMDAL PT. Semen Padang memang kerap terjadi 

pencemaran di beberapa titik seperti di Tarantang, Batang Lubuk Paraku, Batang Idas, dan 

lain-lain. 
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